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PERATURAN 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

NOMOR 19 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 91 

ayat (1) huruf y Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu 

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengembangan Sistem dan 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 

2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 

Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 

2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 

Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 314); 

  2. Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran   Negara   

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
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  3.  Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN 

SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA. 

 

BAB I 

RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENGEMBANGAN SISTEM 

DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 

 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup  

 

Pasal 1 

(1) Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan, 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

berwenang mengembangkan sistem dan kebijakan 

pengadaan barang/jasa  dalam bentuk antara lain: 

a. inovasi sistem di bidang pengadaan barang/jasa; 

b. inovasi kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa; 

c. inovasi organisasi dan kelembagaan di bidang 

pengadaan barang/jasa; dan 

d. inovasi lainnya. 

(2) Tujuan pengembangan sistem dan kebijakan di bidang 

pengadaan barang/jasa yaitu:  

a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; 

b. mengisi kekosongan hukum; 

c. memberikan kepastian hukum; dan  

d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan 

tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. 
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